ABSTRAK

[bookmark: _GoBack]
	Penelitian ini mengambil judul “Penyelenggaraan Desa Dinas dan Desa Adat Di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali (Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aturan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat dengan kata lain mengharuskan memilih salah satu jenis desa. Namun kenyataannya sejak ditetapkannya Undang-Undang tersebut hingga sekarang aturan Pasal 6 tersebut belum bisa dilaksanakan. Kedua desa ini masih berjalan beriringan dalam satu wilayah.
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa antara Desa Dinas dan Desa Adat (Desa Pakraman) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bugbug, hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik Desa Dinas maupun Desa Adat di Desa Bugbug yang hingga kini masih berjalan beriringan sehingga belum dapat ditetapkan salah satu jenis desa, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bugbug terkait penetapan salah satu jenis desa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
	 Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan melalui purposive sampling. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi manfaat yang baik bagi Desa Bugbug tetapi keputusan untuk mendaftarkan satu jenis desa belum dapat dilakukan. Hal ini terkait kondisi adat istiadat yaitu desa dinas dan desa adat dalam penyelenggaraannya tidak mengalami tumpang tindih dan apabila dilakukan penetapan salah satu jenis akan menimbulkan masalah baru. Saran yang dapat diajukan yaitu tetap mempertahankan kondisi yang telah lama dengan memberikan perubahan terhadap kebijakan, serta Pemerintah Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Karangasem khususnya untuk tetap mencari solusi demi mencapai keputusan bersama.
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